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KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/27 /Kpts/WN-STB/ 1 /2020

TENTANG
PENETAPAN NAMA - NAMA KADER POSYANDU
SUNGAI TUNU BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

WALI SUNGAI TUNU BARAT,

Menimbang : a. bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola
dan diselenggarakan dari, oleh,untuk dan bersama masyarakat
dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehata, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan
kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan
dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan
bayi.

b. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Posyandu di Sungai Tunu
Barat perlu kader Posyandu, yang melaksanakan kegiatan
Posyandu di Sungai Tunu Barat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
¢.  pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Wali Sungai Tunu Barat;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi  Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6. Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahgan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
gelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
sia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik|Indonesia Nomor 5059);
Undang + undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
Undang + undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan| Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
id Nomor 5188);
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
i Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
lengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun
2014 terjtang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik | Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
arary Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

; Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik
ial Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3447;

: Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Peraturs

Pengembgngan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490); ’

Peratu Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan| Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

nor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia| Nomor 4578);

Peraturan, Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan| Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambaharl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Peraturan| Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembin dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupater]/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia [Nomor 4737);

Peraturan [Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 /Menkes/PB/VIII/ 2005
tentang Pepyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;

Peraturan | Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di
Daerah Tertinggal;

Peraturan | Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sanitasi Tqtal Berbasis Masyarakat;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan D¢ g“-
eri N .i 20 Tahun 2018 tentang

Peraturan Menteri Dalam
Pengelolaan Keuangan Desg
Peraturan Daerah KabupatenPesisir|Selatan Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pemerintah

dengan Peraturan Daerah—Kabups Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2010 tentang Eﬁ_ﬂ& tas  Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatgn Nom¢r B Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari;
Peraturan Bupati Nomor| 64| TaHun | 2016 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas

bagaimana telah diubah

Peraturan Bupati Nomor| 64| Tahun | 2016 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemdrin ari

Peraturan Bupati Pesisir 96 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pembagian dan ta cian Dana Nagari Setiap
Nagari di Kabupaten Pgsist yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan ja Negara Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Pesisir 97 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penggunaan AloKasi Pemerintahan Nagari Tahun
Anggaran 2019 ;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang
tata cara Pembagian dan pene \pary i Hasil Pajak Daerah dan
retribusi Daerah setiap rsumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daer paten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2019
Peraturan Bupati Pesisir S¢lat N of 39 Tahun 2019 tentang

Stndar biaya Pemerin i yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan d anj Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2

Penetapan Nama — Nama |Kadpr du Nagari Sungai Tunu
Barat Kecamatan Ranah| Pegisir upaten Pesisir Selatan,
sebagaimana tercantum |pa mpiran keputusan ini, dan
merupakan bagian yang I dari Keputusan Wali
Nagari ini.

Kader Posyandu Sungai ecamatan Ranah Pesisir,
Kabupaten Pesisir Selatan pebagai dimaksud dalam Diktum

Kesatu, mempunyai tugas :
I. Pada hari Buka Posyandu

Menyiapkan , peralatan, sarana
dan p Posyandu termasuk penyiapan
Makanan T: s

- Melak daf] Pengunjung Posyandu.

-  Mel i Balita dan Ibu Hamil
yang berkun du.

- Mencatat hasi imbangan di KMS dan buku
KIA dan merngisifegi Posyandu.

- Melak igtan| penyuluhan kesehatan
dan gizi seshat hasil penimbangan serta
memberikan PM

- Memberikan kesehatan dan KB sesuai
kewenanan (Me.nbeﬁkan Vitamin A,
Pemberian T blet s1joralit, Pil KB,dlIl).

- Setelah pe Posvandu selesai, kader
bersama pe ga lenigkapi pencatatan dan
membahas Hasil iatan| serta tindak lanjut.
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II. Diluar Hari Buka Posyandu

- Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu
(bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).

- Membuat grafik tentang jumlah semua balita yang
bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.

- Melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang
tidak datang dan sasaran yang memerlukan
penyuluhan lanjutan.

- Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar
berkunjung ke posyandu saat hari buka
posyandu.

- Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh
masyarakat dan mengakhiri pertemuan  rutin

KETIGA kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
KEEMPAT Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s/d 31
Desember 2020 dan apabila dikemuadian hari terdapat
kekelirnan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

tetapkan di : Sungai Tunu Barat

Tembu i i 2

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

3. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

4. Yth. Kepala BPMPPr-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

5. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

7. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu Barat Barat di tempat.

8. yang bersangkutan.




LAMPIRAN : KEPUTUS SUNGAI TUNU BARAT
NOMOR : 140%/%1:/"—81‘3/!-2020
TANGGAL : 02 ARI 2020
TENTANG

: PENETAPAN NAMA - NAMA KADER -
POSY,

BARAT KEC.RANAH

NAMA - NAMA KADER POSYANDU NAGARI SUNGAI TUNU BARAT

L NO NAMA POSYANDU NAMA KADER JABATAN DALAM
POSYANDU

1. | Padang Sirih 1. JULMA NENGSIH
2. IKE AFRIANI
3. RENI PUTRI YANTI
4. GUSNI JUITA

, 5. APRIMADONA

2. | Koto Marapak 1. BURANIS .

2. ERNI ARTATI

3. SISRI NURJATI

4. RENI PUTRI YANTIL.J

5. ICE OKSRIAN]

e | Koto Baru Rawang -

1. PIPIN GUSRIANT] PUTRI
2. SRI AYU LIANI

3. MASNIAR

4. AMRIDA SUSRIANTI

S. JAMINAR FITRI

Muara Pandan

1. RUSNI BURTA

2. ASNI :
3. ROSMAWATI

4. LENIDA ERLINA

1 5. DESMAYENT]

1, N————— ST
S5 Koto Baru 1. LILI SURYANI
> WILSAMSUHAIN]
3. NUREMA
4. NOVI OKTAVIA SARI
e | e 5. MUSLIANI




